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Abstrak

Laporan Tugas Akhir yang berjudul tentang “Tinjauan Atas Prosedur
Pembayaran Perjalanan Dinas Pada PT PLN (Persero) Unit Induk Pusat Pengatur
Beban” yang bertujuan untuk meninjau atas prosedur pembayaran perjalanan dinas
pada perusahaan PT PLN (Persero) Unit Induk Pusat Pengatur Beban. Perjalanan
dinas merupakan perjalanan yang dilaksanakan oleh pegawai suatu instansi yang
berkaitan dengan tugas dinas. Tujuan perjalanan dinas salah satunya adalah untuk
mengikuti rapat kerja atapun pendidikan dan pelatihan. Prosedur pembayaran
perjalanan dinas diperlukan untuk mengatur suatu urutan yang dimulai dengan
penerbitan surat perintah perjalanan dinas untuk pegawai sampai dengan laporan
pertanggungjawaban. Setelah pelaksanaan perjalanan dinas selesai, pegawai berhak
untuk mengajukan dana untuk menggantikan dana yang telah digunakan dengan
pelaporan  pertanggungjawaban  perjalanan  dinas.  pegawai  wajib
mempertanggungjawabkan segala hal yang menyangkut dengan pelaksanaan
perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PPK
paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan. Dokumen
terkait dengan pelaporan perjalanan dinas diantaranya adalah surat tugas, disposisi
dan bukti kas keluar. Segala hal yang menyangkut pembayaran perjalanan dinas
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012.
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Abstract

The final Task report titled on "Review of travel procedures of service PT PLN
(Persero) Unit of Burden Management Center" which aims to review the payment
procedure of service travel in the company of PT PLN (Persero) The parent unit of
the Load control center. The Travel agency is a journey carried by employees of an
institution related to the duty of the service. The travel destination of one of them is
to attend a working meeting and education and training. An agency travel payment
procedure is required to arrange a sequence that begins with the issuance of an
official travel warrant for employees up to the accountability report. After the
execution of the service, employees have the right to apply for funds to replace the
funds that have been used with the reporting of the travel accountability. The officer
is obliged to answer all matters pertaining to the implementation of the service
journey to the task giver and the cost of travel to PPK at least 5 (five) working days
after the travel of the service conducted. Documents related to the service travel
reporting include letter of duty, disposition and proof of cash out. All matters
pertaining to the payment of service travel are governed by regulation of the
Minister of Finance No. 113/PMK. 05/2012.

Keywords: procedures, travel agency, documents

Vi



